Prabowo Resmikan Kopdes Merah
Putih, Trisula Baru Pengentasan
Kemiskinan

Jakarta, sultranet.com - Presiden Prabowo Subianto meresmikan pendirian
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih), Senin (21/7),
sebagai bagian dari program nasional pengentasan kemiskinan melalui penguatan
ekonomi lokal di tingkat akar rumput.

Koperasi ini merupakan bagian dari Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo, yang
menempatkan pengembangan ekonomi desa sebagai kunci pemerataan
kesejahteraan. Kopdes Merah Putih juga menjadi bagian dari trisula pengentasan
kemiskinan yang diluncurkan pemerintah sepanjang Juli 2025, bersama dua
program lainnya: Cek Kesehatan Gratis Sekolah dan Sekolah Rakyat.

“Senjata pertama adalah kesehatan, senjata kedua adalah pendidikan, dan senjata
ketiga adalah sosial-ekonomi,” ujar Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan
Nasbi, saat memberi keterangan di Jakarta, Minggu (20/7).

Trisula ini dirancang sebagai strategi terpadu untuk mengatasi akar persoalan
kemiskinan yang masih menghantui jutaan warga. Berdasarkan data Badan Pusat
Statistik (BPS), per September 2024 jumlah penduduk miskin di Indonesia
mencapai 24,06 juta jiwa atau 8,57 persen, dengan 3,17 juta di antaranya masuk
kategori miskin ekstrem.

Pendirian Kopdes Merah Putih merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) No 9
Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah
Putih yang diteken pada 27 Maret 2025. Inpres ini menggerakkan 13 kementerian
dan dua lembaga untuk bersinergi, bersama para gubernur, bupati/wali kota,
hingga kepala desa di seluruh Indonesia.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati,
menyampaikan bahwa pada peluncuran perdana ini akan diresmikan sebanyak
80.000 Kopdes secara kelembagaan, dengan 103 di antaranya menjadi model
percontohan.
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“Sebanyak 103 Kopdes Merah Putih ini akan dilihat operasionalisasinya. Yang
lainnya menyusul secara bertahap. Ini untuk memastikan bukan hanya berdiri,
tapi benar-benar berfungsi dan memberi manfaat optimal,” ucap Adita.

Kopdes Merah Putih mengusung prinsip inklusif, modern, dan berbasis gotong
royong. Koperasi ini bukan sekadar wadah ekonomi, melainkan juga solusi
konkret atas persoalan struktural yang selama ini menjerat masyarakat desa.
Melalui pendekatan ini, pemerintah berharap tak ada lagi warga desa yang
terjebak pinjaman online ilegal, rentenir, maupun tengkulak.

“Fasilitas yang terdapat di Kopdes Merah Putih diharapkan bisa mempermudah
masyarakat mengakses kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.
Masyarakat juga bisa meminjam modal usaha tanpa melalui rentenir. Layanan
kesehatan lebih dekat, dan hasil tani atau laut dapat disimpan dengan aman,” ujar
Adita.

Model koperasi ini tidak hanya fokus pada aktivitas jual beli dan simpan pinjam.
Kopdes Merah Putih juga akan dilengkapi dengan gerai sembako, unit simpan
pinjam, klinik dan apotek desa, cold storage, serta layanan distribusi logistik.
Dengan fasilitas tersebut, hasil pertanian dan kelautan dari masyarakat desa akan
memiliki nilai tambah dan daya tahan, serta rantai pasok yang lebih efisien.

Menurut Adita, pendekatan pembangunan koperasi ini dilakukan melalui tiga
jalur: membangun koperasi baru, mengembangkan koperasi yang sudah ada, dan
merevitalisasi koperasi yang sempat vakum. Strategi ini dirancang agar seluruh
elemen masyarakat desa dapat terlibat aktif dalam roda ekonomi, tidak hanya
sebagai pengguna tetapi juga sebagai pengelola dan pemilik koperasi.

Pemerintah menargetkan seluruh koperasi ini bisa beroperasi penuh pada 28
Oktober 2025. “Kita ingin hasilnya terasa langsung oleh masyarakat, tidak
berhenti di seremoni, tapi benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi lokal,”
pungkas Adita.

Kopdes Merah Putih membawa harapan baru. Dari desa, Indonesia membangun.
Dari koperasi, kesejahteraan dirajut kembali.



Koperasi Merah Putih Jadi
Kendaraan Ekonomi Desa

Kendari, Sultranet.com - Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka
menegaskan bahwa pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah
langkah strategis untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa. Hal itu ia
sampaikan saat membuka kegiatan “Peluncuran dan Dialog Percepatan
Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan
Merah Putih” yang digelar di Aula Bahteramas, Kantor Gubernur Sulawesi
Tenggara, Minggu, 25 Mei 2025.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut
turut dihadiri oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi (PDTT) Yandri Susanto, Wakil Gubernur Sultra, Sekda Provinsi, para
bupati dan walikota, termasuk Bupati Bombana H. Burhanuddin, serta para
kepala desa, lurah, anggota BPD, tenaga pendamping desa, penyuluh, notaris,
hingga perangkat dinas terkait.

Dalam sambutannya, Gubernur Andi menyampaikan bahwa koperasi Merah Putih
menjadi alat penting untuk mempercepat kemandirian ekonomi desa.
Menurutnya, jika koperasi dapat berdiri secara merata dan kuat di setiap desa,
maka urbanisasi akibat kesenjangan ekonomi bisa ditekan.

“Koperasi Merah Putih adalah alat strategis membangun kemandirian ekonomi
masyarakat desa. Kalau koperasi kuat, tidak ada lagi alasan bagi warga desa
untuk pergi mencari penghidupan di kota,” ujar Gubernur Andi.

Ia bahkan memberikan motivasi kepada para kepala desa dengan janji hadiah
satu unit sepeda motor untuk setiap desa yang berhasil membentuk koperasi
sebelum Juli 2025.

“Kalau koperasi desa berhasil kita bentuk di 2.285 desa hingga Juli 2025, maka
setiap desa akan mendapatkan hadiah 1 unit motor. Ini bukan dari APBD, tetapi
dari kekuatan saya pribadi,” tegasnya.
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Senada dengan itu, Menteri Desa dan PDTT Yandri Susanto menegaskan bahwa
program ini bukan semata kebijakan teknis kementerian, melainkan arahan
langsung dari Presiden RI sebagai bentuk nyata dari upaya pengentasan
kemiskinan di desa.

“Presiden ingin memastikan tidak ada lagi masyarakat desa yang miskin. Karena
itu, koperasi ini bukan hanya program ekonomi, tapi juga program pengentasan
kemiskinan,” jelas Menteri Yandri.

Ia menyebutkan bahwa program Koperasi Merah Putih telah dituangkan dalam
Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2025 dan diperkuat melalui
Instruksi Presiden (Inpres) yang melibatkan 18 kementerian dan lembaga.

Yandri menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, hingga
desa agar program ini benar-benar menjadi tonggak kebangkitan ekonomi desa.

“Saya mengapresiasi kesiapan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menjalankan
agenda percepatan pembentukan koperasi. Saya yakin, dengan semangat gotong
royong dan kolaborasi lintas sektor, Koperasi Merah Putih akan menjadi tulang
punggung ekonomi desa,” ujarnya.

Menurut dia, visi besar Presiden Prabowo untuk menjadikan Indonesia sebagai
negara maju pada 2045 harus dimulai dari penguatan desa.

“Harapan Presiden Prabowo, Indonesia tahun 2045 harus menjadi negara maju
dan rakyatnya sejahtera. Maka desa harus kuat, dan Koperasi Merah Putih adalah
kendaraan strategis menuju ke sana,” kata Yandri.

Bupati Bombana H. Burhanuddin yang hadir dalam kegiatan itu menyatakan
komitmennya untuk mendukung penuh percepatan pembentukan koperasi di
wilayahnya. Ia menilai, koperasi tidak hanya sebagai wadah ekonomi, tetapi juga
ruang kolaborasi yang memperkuat solidaritas dan partisipasi warga desa.

“Kami di Bombana siap bersinergi. Ini bukan sekadar agenda program, tapi
amanat moral untuk mengangkat harkat hidup masyarakat desa,” ungkap
Burhanuddin usai kegiatan.

Acara ini juga menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi dan
langkah antar pemangku kepentingan, termasuk notaris yang akan memfasilitasi
legalitas koperasi, serta perangkat daerah yang berperan langsung dalam



pemberdayaan masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendorong agar
seluruh desa dan kelurahan di wilayahnya segera melaksanakan musyawarah
khusus pembentukan koperasi Merah Putih, sebagai bagian dari gerakan nasional
yang dicanangkan Presiden RI.

Koperasi Merah Putih
Dicanangkan di Sultra, Gubernur
dan Menteri Desa Kompak Dukung
Ekonomi Desa

Kendari, Sultranet.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
(Kemendes PDTT) resmi mencanangkan pembentukan Koperasi Merah Putih
sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan ekonomi desa. Acara
peluncuran berlangsung di Aula Bahteramas, Kantor Gubernur Sultra, Minggu
(25/5/2025), dihadiri Gubernur Sultra Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka dan
Menteri Desa PDTT H. Yandri Susanto, S.Pt., M.Pd.

Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya agenda besar pembangunan desa
berbasis potensi lokal, sekaligus meneguhkan komitmen antara pemerintah pusat
dan daerah untuk menghadirkan koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan di
seluruh desa dan kelurahan di Bumi Anoa.

Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka menegaskan dukungannya
terhadap program nasional tersebut yang menurutnya sangat relevan dengan
kebutuhan masyarakat desa. “Koperasi Merah Putih ini menyentuh langsung
ekonomi rakyat. Ini bukan hanya program, tapi solusi konkret memperkuat
pertanian, UMKM, dan ketahanan pangan,” ujarnya.


https://www.sultranet.com/koperasi-merah-putih-dicanangkan-di-sultra-gubernur-dan-menteri-desa-kompak-dukung-ekonomi-desa/
https://www.sultranet.com/koperasi-merah-putih-dicanangkan-di-sultra-gubernur-dan-menteri-desa-kompak-dukung-ekonomi-desa/
https://www.sultranet.com/koperasi-merah-putih-dicanangkan-di-sultra-gubernur-dan-menteri-desa-kompak-dukung-ekonomi-desa/
https://www.sultranet.com/koperasi-merah-putih-dicanangkan-di-sultra-gubernur-dan-menteri-desa-kompak-dukung-ekonomi-desa/

Ia mengungkapkan bahwa hingga 24 Mei pukul 18.00 WITA, musyawarah desa
dan kelurahan telah dilakukan di 1.557 dari total 2.285 desa dan kelurahan, atau
sekitar 68,1 persen. Sebanyak 58 koperasi telah memiliki akta notaris, sementara
113 lainnya masih dalam proses. Targetnya, seluruh musyawarah akan rampung
paling lambat 31 Mei 2025.

Sebagai bentuk apresiasi, Gubernur menjanjikan hadiah satu unit motor bagi
setiap kepala desa yang berhasil membentuk koperasi sebelum tenggat. “Kalau
ini berhasil, tidak ada lagi alasan masyarakat hijrah ke kota. Desa akan menjadi
tempat yang sejahtera,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Yandri menekankan bahwa Koperasi Merah Putih
merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto melalui Keputusan
Presiden Nomor 9 Tahun 2025. “Ini bukan hanya inisiatif. Ini gerakan nasional.
Gubernur menjadi ketua satgas di provinsi, dan bupati/wali kota memimpin di
tingkat kabupaten dan kota,” katanya.

Ia menyebut koperasi ini akan berfungsi sebagai koperasi kebutuhan pokok,
simpan pinjam, dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pusat, tambahnya,
telah menyiapkan seluruh kebutuhan pendirian koperasi termasuk notaris,
regulasi, dan anggaran pendukung tanpa membebani Dana Desa.

“Sudah ada contoh sukses, BUMDes dari Banten bisa ekspor ke Prancis. Artinya,
desa punya daya saing global. Koperasi ini akan memperbaiki distribusi pangan
nasional dan menstabilkan harga,” ujar Menteri Yandri.

Acara ini turut dihadiri Wakil Menteri Desa PDTT, Staf Khusus dan Staf Ahli
Menteri, Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta perwakilan dari berbagai
kementerian dan lembaga negara. Selain itu hadir pula Wakil Gubernur Sultra,
Ketua DPRD Provinsi, Forkopimda, para kepala daerah kabupaten/kota, camat,
lurah, dan kepala desa se-Sultra.

Gubernur Andi juga mengungkap arah baru pembangunan desa di Sultra melalui
program desa ekspor, desa tematik, dan desa sejahtera. Ia berharap koperasi
desa nantinya mampu menjadi penyedia logistik bagi para pekerja di sekitar desa,
sekaligus mengangkat potensi lokal ke panggung nasional dan internasional.

“Kami ingin masyarakat desa menikmati hasil kekayaan alamnya sendiri. Jangan
hanya jadi penonton. Pemerintah hadir untuk memastikan desa tumbuh menjadi



pusat kesejahteraan,” ujarnya.

Sebagai penutup, Menteri Yandri menyampaikan apresiasi atas kesiapan Sultra
melaksanakan percepatan pembentukan koperasi. Ia optimistis Koperasi Merah
Putih akan menjadi pendorong utama ekonomi desa menuju Indonesia Emas
2045. “Desa yang kuat akan menjadikan Indonesia sejahtera. Koperasi ini
kendaraan menuju ke sana,” pungkasnya.

Seluruh kepala daerah dan perangkat desa se-Sultra sepakat mempercepat proses
pembentukan koperasi dan menargetkan selesai pada akhir Juni 2025, sejalan
dengan Instruksi Presiden yang menjadi pijakan hukum dan arah pembangunan
desa secara nasional.

Sultra Dorong Pengendalian
Inflasi dan Percepatan Koperasi
Desa Merah Putih

Kendari, Sultranet.com - Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI
(Purn) Andi Sumangerukka, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi
Daerah yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
RI. Rakor ini sekaligus menjadi momen sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres)
Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan
Merah Putih.

Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito
Karnavian ini diikuti oleh seluruh gubernur, wali kota, dan bupati se-Indonesia,
serta pejabat kementerian dan lembaga terkait. Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Zulkifli Hasan, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia
Adininggar Widyasanti, dan sejumlah narasumber lain turut hadir memberikan
arahan.

Agenda utama rapat ini adalah membahas langkah-langkah konkret pengendalian
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inflasi daerah sepanjang tahun 2025 sekaligus memperkuat pemahaman
pemerintah daerah tentang Inpres No. 9 Tahun 2025 yang menginstruksikan
percepatan pembentukan koperasi di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa keberhasilan
pengendalian inflasi dan pembentukan koperasi memerlukan sinergi kuat antar
lembaga dan pemerintah daerah. “Pembentukan koperasi ini sangat
membutuhkan peran aktif kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Bupati dan wali kota sebagai pembina harus memfasilitasi percepatan
pembentukan koperasi. Ini adalah program strategis nasional yang wajib
didukung seluruh jajaran pemerintah,” ujarnya.

Senada dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan
menyampaikan amanat Presiden Prabowo Subianto melalui dua kebijakan kunci:
Inpres No. 9 Tahun 2025 dan Keputusan Presiden (Keppres) No. 9 Tahun 2025
tentang pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Koperasi
Desa/Kelurahan. Satgas ini bertugas di tingkat nasional hingga kabupaten/kota
dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden.

“Presiden ingin desa-desa tumbuh dan berkembang, petani serta nelayan
sejahtera, dan rantai pasok kebutuhan pokok dipersingkat agar harga tetap
terkendali. Koperasi adalah kunci untuk mencapai semua itu,” tegas Zulkifli
Hasan.

Satgas tersebut memiliki lima tugas utama: koordinasi kebijakan antar
kementerian/lembaga dan pemda, memastikan pembentukan 80.000 koperasi
desa, pemetaan potensi desa/kelurahan, pendampingan kelembagaan dan sumber
daya manusia, serta menyelesaikan hambatan melalui mekanisme
debottlenecking.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan perkembangan inflasi di
minggu ketiga Mei 2025. Berdasarkan data BPS, terdapat kenaikan Indeks
Perkembangan Harga (IPH) di tujuh provinsi, sementara 31 provinsi lainnya
mengalami penurunan dibanding bulan sebelumnya. Komoditas utama
penyumbang kenaikan harga adalah cabai rawit dan cabai merah. Beberapa
bahan pokok lain seperti bawang putih, minyak goreng, telur ayam ras, dan
daging ayam ras mengalami fluktuasi harga.

“Perlu kewaspadaan ekstra terhadap harga beras dan telur ayam ras karena ini



merupakan konsumsi harian masyarakat,” kata Amalia.

Dalam arahannya, Mendagri melalui Sekretaris Jenderal Kemendagri
menginstruksikan seluruh kepala daerah dan dinas terkait untuk aktif memonitor
harga bahan pokok strategis seperti beras, telur ayam ras, daging ayam ras,
minyak goreng, dan bawang putih guna menyusun langkah pengendalian inflasi
yang efektif.

Dari Sulawesi Tenggara, Gubernur Andi Sumangerukka didampingi sejumlah
pejabat tinggi daerah seperti Asisten II Sekda, Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kepala Dinas
Perkebunan, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, serta Kepala Biro Perekonomian
Setda Sultra. Kolaborasi lintas sektor ini menegaskan komitmen Sultra dalam
mendukung pengendalian inflasi sekaligus suksesnya program pembentukan
Koperasi Merah Putih.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa, Sultra
berharap upaya stabilisasi harga dan penguatan ekonomi rakyat dapat berjalan
efektif dan berkelanjutan. Keberhasilan program ini diharapkan bisa menjadi
kunci penguatan ekonomi desa dan ketahanan pangan nasional.



